BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.707, 2017 KEMENPAN-RB. SIPPN. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

guna memberikan dukungan informasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan

Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat

Nasional;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi

Pelayanan  Publik, perlu menyediakan informasi

pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan

yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan

akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL.
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Pasal 1
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
Kementerian;
Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Lembaga Non Struktural,
Kesekretariatan Lembaga Negara,;
Pemerintah Daerah;
Badan Usaha Milik Negara; dan
Badan Usaha Milik Daerah.

No o s b=

Pasal 2
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Nasional yang selanjutnya disingkat SIPPN tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota,
Direktur Utama BUMN, Direktur Utama BUMD wajib
memastikan penyediaan informasi pelayanan publik ke dalam
SIPPN setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2017
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL .

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi tuntutan keterbukaan informasi dalam pelayanan
publik yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan
publik yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik harus disertai
dengan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi
sekaligus berpatisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan
informasi publik telah dilakukan dengan terbitnya Undang undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan
informasi  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan
menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional.

Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi
Pelayanan Publik secara Nasional diharapkan pemerintah dapat
memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, transparan, efektif, efisien,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan

kepuasan kepada masyarakat.

B. Pengertian

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non

elektronik



